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Abstrak 

Penelitian ini menganalisis kritik terhadap implementasi Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia dari 
perspektif hukum tata negara, dengan fokus pada dua masalah utama: prosedur legislasi dan partisipasi publik 
serta dampak Omnibus Law terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Prosedur legislasi yang 
tidak transparan dan minim partisipasi publik menimbulkan masalah legitimasi hukum dan mengurangi 
kepercayaan publik terhadap proses legislasi. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Omnibus Law memberikan 
wewenang besar kepada pemerintah untuk mengubah peraturan tanpa proses legislasi yang ketat, serta 
mengorbankan hak-hak pekerja dan lingkungan, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak 
asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam proses 
legislasi, perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan, serta peningkatan partisipasi publik untuk memastikan 
undang-undang yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. 
 
Kata kunci: Omnibus Law, hukum tata negara, hak asasi manusia 
 

 
PENDAHULUAN 

Omnibus Law, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, adalah upaya legislatif besar 
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim 
investasi. Meski bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan memacu pertumbuhan ekonomi, Omnibus Law telah 
menimbulkan kontroversi dan kritik luas dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis, dan masyarakat 
sipil. Kritikan tersebut terutama berasal dari perspektif hukum tata negara yang mempertanyakan legalitas, 
prosedur pembuatan, serta implikasi hukum dari Omnibus Law terhadap sistem hukum dan prinsip-prinsip 
konstitusional di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kritik terhadap implementasi Omnibus Law 
dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif hukum tata negara. Fokus penelitian ini adalah dua masalah 
utama: pertama, prosedur legislasi dan partisipasi publik dalam pembuatan Omnibus Law; kedua, dampak 
Omnibus Law terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. 

Salah satu kritik utama terhadap Omnibus Law adalah prosedur legislasi yang dianggap tidak transparan dan 
terburu-buru. Proses penyusunan dan pengesahan Omnibus Law dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan 
minim partisipasi publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan transparansi yang diatur dalam 
konstitusi Indonesia. Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Dalam konteks Omnibus Law, kritik muncul karena kurangnya waktu yang memadai untuk pembahasan dan 
konsultasi publik. Rancangan undang-undang yang sangat kompleks, dengan lebih dari seribu halaman, 
seharusnya memerlukan analisis mendalam dan masukan dari berbagai pihak. Namun, dalam kenyataannya, 
banyak pihak merasa bahwa proses ini dijalankan dengan tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan secara serius 
masukan dari masyarakat, akademisi, dan pakar hukum. Hal ini memicu pertanyaan mengenai apakah prosedur 
legislasi tersebut telah memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi yang diamanatkan oleh konstitusi. 

Partisipasi publik adalah elemen kunci dalam proses legislasi yang demokratis. Prinsip ini diatur dalam Pasal 
96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengharuskan setiap 
rancangan peraturan perundang-undangan untuk dikonsultasikan dengan publik. Namun, dalam kasus Omnibus 
Law, banyak kritik menyatakan bahwa konsultasi publik tidak dilakukan secara memadai. Banyak kelompok 
masyarakat dan organisasi non-pemerintah merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan undang-undang 
ini. 

Proses legislasi yang minim partisipasi publik ini menimbulkan berbagai masalah hukum. Pertama, hal ini 
dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi yang merupakan elemen 
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penting dari negara hukum yang demokratis. Kedua, kurangnya partisipasi publik dapat mengurangi legitimasi 
hukum dari undang-undang tersebut, karena masyarakat merasa tidak memiliki kesempatan untuk 
berkontribusi dalam proses pembentukannya. 

Prinsip negara hukum (rule of law) merupakan dasar dari sistem hukum Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 
ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip ini mengandung 
arti bahwa negara harus menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum, bukan atas kehendak pribadi atau 
kelompok tertentu. Dalam konteks Omnibus Law, ada kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan dalam undang-
undang ini dapat melemahkan prinsip negara hukum. 

Salah satu contohnya adalah ketentuan yang memberikan wewenang besar kepada pemerintah untuk 
mengubah peraturan perundang-undangan tanpa melalui proses legislasi yang ketat. Hal ini dapat menimbulkan 
kekhawatiran tentang adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian prinsip checks and balances 
yang esensial dalam negara hukum. Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan dalam Omnibus Law yang dianggap 
memberikan kemudahan bagi investasi tetapi mengabaikan perlindungan hukum terhadap pekerja dan 
lingkungan juga dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang harus ditegakkan oleh 
negara hukum. 

Omnibus Law juga menghadapi kritik terkait dampaknya terhadap hak asasi manusia. Salah satu isu yang 
paling kontroversial adalah dampaknya terhadap hak-hak pekerja. Banyak ketentuan dalam Omnibus Law yang 
dianggap merugikan pekerja, seperti penghapusan ketentuan tentang upah minimum sektoral dan kemudahan 
dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hak-hak pekerja yang 
diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak 
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." 

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Omnibus Law akan mengurangi perlindungan terhadap lingkungan 
hidup. Ketentuan yang memberikan kemudahan bagi investasi tanpa memperhatikan dampak lingkungan dapat 
dianggap melanggar hak atas lingkungan yang bersih dan sehat yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 
Ketentuan-ketentuan yang mengurangi kewajiban amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) juga 
dipandang sebagai langkah mundur dalam upaya perlindungan lingkungan. 

Prosedur legislasi yang tidak transparan dan minim partisipasi publik dalam penyusunan Omnibus Law 
dapat dianggap melanggar berbagai prinsip hukum yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-
undangan terkait. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang harus 
dibahas bersama antara DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses ini harus dilakukan 
dengan keterbukaan dan melibatkan partisipasi publik yang memadai. 

Lebih lanjut, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa 
setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus melalui proses konsultasi publik. Hal ini bertujuan 
untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat. Namun, dalam kasus Omnibus Law, banyak pihak merasa bahwa proses ini tidak dijalankan secara 
memadai, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi hukum dari undang-undang tersebut. 

Omnibus Law yang memberikan wewenang besar kepada pemerintah untuk mengubah peraturan 
perundang-undangan tanpa melalui proses legislasi yang ketat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap 
prinsip negara hukum. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada 
hukum yang jelas dan transparan, serta harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

Selain itu, ketentuan-ketentuan dalam Omnibus Law yang dianggap merugikan pekerja dan lingkungan juga 
bertentangan dengan prinsip keadilan yang harus ditegakkan dalam negara hukum. Prinsip keadilan ini 
mengharuskan bahwa setiap peraturan harus memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak, termasuk 
pekerja dan lingkungan. Ketentuan-ketentuan yang merugikan kelompok tertentu dan hanya menguntungkan 
pihak-pihak tertentu dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang melanggar prinsip negara hukum. 

Kritik terhadap implementasi Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif hukum tata 
negara menunjukkan bahwa terdapat berbagai masalah serius yang perlu diatasi. Prosedur legislasi yang tidak 
transparan dan minim partisipasi publik, serta dampak negatif terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi 
manusia, merupakan isu-isu utama yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan legislator. 

Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses 
legislasi, serta perlunya perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan. Dengan 
mengatasi masalah-masalah ini, diharapkan bahwa Omnibus Law dapat diimplementasikan secara lebih adil dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode analisis doktrinal untuk mengkaji kritik terhadap implementasi Omnibus 

Law dalam sistem hukum Indonesia dari perspektif hukum tata negara. Analisis doktrinal, juga dikenal sebagai 
penelitian hukum normatif, berfokus pada penelaahan dan interpretasi terhadap dokumen hukum, seperti 
undang-undang, keputusan pengadilan, serta literatur akademis yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk 
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memahami dan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut 
diterapkan dalam konteks Omnibus Law. 

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum 
primer meliputi teks Undang-Undang Cipta Kerja, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait 
lainnya. Sumber hukum sekunder mencakup jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks, dan artikel-artikel ilmiah 
yang membahas mengenai Omnibus Law, prosedur legislasi, prinsip negara hukum, dan hak asasi manusia. 
Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginterpretasi ketentuan-ketentuan hukum yang 
relevan, serta mengkaji pendapat para ahli hukum mengenai isu-isu yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan 
pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap 
implementasi Omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Prosedur Legislasi dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Omnibus Law 

Prosedur legislasi yang transparan dan partisipasi publik yang memadai merupakan elemen penting dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan akuntabel. Dalam konteks hukum tata 
negara, prosedur legislasi yang baik harus mencerminkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi. 
Omnibus Law, atau Undang-Undang Cipta Kerja, telah mendapatkan banyak kritik karena dianggap tidak 
memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Bagian ini akan menganalisis secara mendalam isu-isu terkait prosedur 
legislasi dan partisipasi publik dalam pembentukan Omnibus Law, serta implikasinya terhadap prinsip negara 
hukum. 

Pembentukan undang-undang di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap 
rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk mendapatkan 
persetujuan bersama. Proses ini harus dilakukan dengan keterbukaan dan melibatkan partisipasi publik yang 
memadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. 

Dalam kasus Omnibus Law, banyak kritik muncul terkait prosedur legislasi yang dianggap tidak transparan 
dan terburu-buru. Rancangan undang-undang yang sangat kompleks ini disusun dan disahkan dalam waktu yang 
relatif singkat. Proses penyusunan Omnibus Law dimulai pada akhir tahun 2019 dan disahkan oleh DPR pada 
Oktober 2020. Waktu yang singkat ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah prosedur legislasi telah 
dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Lebih lanjut, kritik juga muncul terkait minimnya konsultasi publik dalam proses penyusunan Omnibus Law. 
Banyak pihak, termasuk akademisi, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, merasa tidak dilibatkan 
secara memadai dalam proses ini. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang 
diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2011. Pasal 96 UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat 
berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan. 

Ketidakcermatan dalam prosedur legislasi ini dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar dalam negara 
hukum. Salah satu prinsip utama negara hukum adalah bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan 
pada hukum yang jelas dan transparan. Prosedur legislasi yang tidak memenuhi standar keterbukaan dan 
partisipasi publik dapat mengurangi legitimasi undang-undang yang dihasilkan dan menimbulkan 
ketidakpercayaan publik terhadap proses legislasi. 

Dari perspektif hukum tata negara, prosedur legislasi yang dilakukan dalam pembentukan Omnibus Law 
menimbulkan beberapa masalah hukum. Pertama, prosedur yang terburu-buru dan minim konsultasi publik 
dapat dianggap melanggar Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Ketentuan-
ketentuan ini menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses legislasi. 
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip 
konstitusional. 

Kedua, minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi juga dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran 
terhadap prinsip demokrasi. Prinsip ini mengharuskan bahwa setiap undang-undang harus mencerminkan 
kehendak rakyat dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam konteks Omnibus Law, banyak pihak 
merasa bahwa proses legislasi dilakukan secara tertutup dan tidak memberikan kesempatan yang memadai bagi 
masyarakat untuk memberikan masukan. 

Ketiga, prosedur legislasi yang tidak transparan dan terburu-buru dapat mengurangi kualitas undang-undang 
yang dihasilkan. Dalam kasus Omnibus Law, banyak ketentuan yang dianggap tidak jelas dan membingungkan, 
sehingga menimbulkan berbagai interpretasi hukum yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum dan menghambat implementasi undang-undang tersebut. 

Partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam proses legislasi yang demokratis. UU No. 12 Tahun 2011 
secara tegas mengatur bahwa masyarakat berhak untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kasus Omnibus Law, banyak kritik menyatakan bahwa 
partisipasi publik tidak dilakukan secara memadai. 
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Salah satu contoh konkret adalah kurangnya sosialisasi dan konsultasi publik yang memadai selama proses 
penyusunan Omnibus Law. Banyak kelompok masyarakat, termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, dan 
akademisi, mengeluhkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses ini. Bahkan, beberapa organisasi non-
pemerintah melaporkan bahwa permintaan mereka untuk berdialog dengan pemerintah terkait Omnibus Law 
tidak mendapat tanggapan yang memadai. 

Minimnya partisipasi publik ini menimbulkan berbagai masalah hukum. Pertama, hal ini dapat dianggap 
melanggar prinsip keterbukaan dan partisipasi yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Pasal 96 UU tersebut 
mengharuskan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat mengurangi legitimasi hukum dari undang-undang 
yang dihasilkan. 

Kedua, minimnya partisipasi publik dapat mengurangi kualitas undang-undang yang dihasilkan. Partisipasi 
publik yang memadai dapat memberikan masukan yang berharga dan membantu pemerintah untuk menyusun 
undang-undang yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus Omnibus Law, minimnya 
partisipasi publik dapat mengakibatkan banyak ketentuan yang tidak mempertimbangkan secara serius aspirasi 
dan kepentingan masyarakat. 

Dari perspektif hukum tata negara, minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan Omnibus Law 
menimbulkan beberapa masalah hukum. Pertama, ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pasal 96 UU No. 12 
Tahun 2011 dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Prinsip 
keterbukaan dan partisipasi merupakan elemen penting dalam negara hukum yang demokratis, dan 
ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat mengurangi legitimasi hukum dari undang-undang yang 
dihasilkan. 

Kedua, minimnya partisipasi publik juga dapat mengurangi efektivitas implementasi Omnibus Law. 
Partisipasi publik yang memadai dapat membantu pemerintah untuk menyusun undang-undang yang lebih baik 
dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus Omnibus Law, minimnya partisipasi publik dapat 
mengakibatkan banyak ketentuan yang sulit diimplementasikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Ketiga, minimnya partisipasi publik dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses legislasi. 
Dalam negara hukum yang demokratis, partisipasi publik merupakan elemen penting yang harus diperhatikan 
oleh pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip keterbukaan dan partisipasi dapat mengurangi 
kepercayaan publik terhadap proses legislasi dan menghambat implementasi undang-undang yang dihasilkan. 

Implikasi hukum dari prosedur legislasi yang tidak transparan dan minim partisipasi publik dalam 
pembentukan Omnibus Law sangat serius. Pertama, hal ini dapat mengurangi legitimasi hukum dari undang-
undang tersebut. Undang-undang yang tidak disusun dengan mengikuti prosedur legislasi yang baik dan 
melibatkan partisipasi publik yang memadai dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat. 

Kedua, ketidakpatuhan terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Banyak ketentuan dalam Omnibus Law yang dianggap tidak jelas dan membingungkan, 
sehingga menimbulkan berbagai interpretasi hukum yang berbeda. Hal ini dapat menghambat implementasi 
undang-undang tersebut dan menimbulkan berbagai masalah hukum di masa depan. 

Ketiga, minimnya partisipasi publik dapat mengurangi efektivitas implementasi Omnibus Law. Partisipasi 
publik yang memadai dapat membantu pemerintah untuk menyusun undang-undang yang lebih baik dan lebih 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kasus Omnibus Law, minimnya partisipasi publik dapat 
mengakibatkan banyak ketentuan yang sulit diimplementasikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, pemerintah perlu 
meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan 
masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan undang-undang dan memastikan bahwa setiap rancangan 
undang-undang dibahas secara terbuka dan transparan. 

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Hal ini dapat dilakukan 
dengan mengadakan konsultasi publik yang memadai dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk 
akademisi, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Partisipasi publik yang memadai dapat membantu 
pemerintah untuk menyusun undang-undang yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap undang-undang disusun dengan mengikuti prosedur 
legislasi yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk 
memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat 
diimplementasikan secara efektif. 

Prosedur legislasi dan partisipasi publik dalam pembentukan Omnibus Law menimbulkan berbagai masalah 
hukum yang serius. Prosedur legislasi yang tidak transparan dan minim partisipasi publik dapat dianggap 
melanggar prinsip-prinsip konstitusional dan mengurangi legitimasi hukum dari undang-undang yang 
dihasilkan. Minimnya partisipasi publik juga dapat mengurangi kualitas undang-undang yang dihasilkan dan 
menghambat implementasinya. 

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam 
proses legislasi, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan undang-undang. Dengan 
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mengatasi masalah-masalah ini, diharapkan bahwa Omnibus Law dapat diimplementasikan secara lebih adil dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. 

 
B. Kepatuhan terhadap Keputusan Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa di Asia 

Tenggara 
Omnibus Law, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, dirancang untuk 

menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi di Indonesia. Namun, implementasinya telah 
menimbulkan banyak kekhawatiran terkait dampaknya terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. 
Prinsip negara hukum mengharuskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang adil, 
transparan, dan konsisten, sementara hak asasi manusia menuntut perlindungan hak-hak individu dari 
penyalahgunaan kekuasaan. Bagian ini akan menganalisis secara mendalam dampak Omnibus Law terhadap 
prinsip negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. 

Prinsip negara hukum (rule of law) adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum Indonesia, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara 
hukum." Prinsip ini mengandung beberapa elemen kunci, termasuk supremasi hukum, kesetaraan di hadapan 
hukum, dan keadilan dalam penerapan hukum. Dalam konteks Omnibus Law, ada kekhawatiran bahwa beberapa 
ketentuan dalam undang-undang ini dapat melemahkan prinsip negara hukum. 

Supremasi hukum berarti bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang jelas dan 
transparan, dan tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Namun, beberapa ketentuan dalam Omnibus Law 
memberikan wewenang besar kepada pemerintah untuk mengubah peraturan perundang-undangan tanpa 
melalui proses legislasi yang ketat. Sebagai contoh, Pasal 170 UU Cipta Kerja memberikan wewenang kepada 
pemerintah untuk mengubah peraturan perundang-undangan tingkat bawah hanya dengan peraturan 
pemerintah. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kekuasaan eksekutif dapat menyalahgunakan wewenang ini 
untuk membuat perubahan yang signifikan tanpa pengawasan legislatif yang memadai. 

Dari perspektif hukum tata negara, ketentuan semacam ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip 
supremasi hukum. Proses legislasi yang baik mengharuskan bahwa setiap perubahan peraturan perundang-
undangan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan, termasuk pembahasan dan persetujuan oleh DPR. 
Dengan memberikan wewenang besar kepada eksekutif untuk mengubah peraturan perundang-undangan, ada 
risiko bahwa keputusan yang diambil tidak akan transparan dan dapat merugikan kepentingan publik. 

Prinsip negara hukum juga mengharuskan kesetaraan di hadapan hukum, di mana semua individu dan 
entitas, termasuk pemerintah, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Dalam konteks Omnibus Law, ada 
kekhawatiran bahwa beberapa ketentuan memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu, 
terutama investor dan perusahaan besar, dengan mengorbankan hak-hak pekerja dan masyarakat lokal. 

Sebagai contoh, ketentuan yang mengurangi kewajiban amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) untuk 
proyek-proyek investasi tertentu dapat dianggap memberikan perlakuan istimewa kepada investor dengan 
mengorbankan hak-hak masyarakat yang terkena dampak lingkungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip 
kesetaraan di hadapan hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh 
proyek-proyek tersebut. 

Keadilan dalam penerapan hukum adalah elemen kunci lainnya dari prinsip negara hukum. Hukum harus 
diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks Omnibus Law, ada kekhawatiran bahwa beberapa 
ketentuan tidak diterapkan secara adil dan dapat merugikan kelompok-kelompok tertentu. 

Sebagai contoh, ketentuan yang mempermudah proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dianggap 
merugikan pekerja dan menguntungkan pengusaha. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja yang 
kehilangan pekerjaan tanpa perlindungan yang memadai. Dari perspektif hukum tata negara, ketentuan 
semacam ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam penerapan hukum. 

Selain dampaknya terhadap prinsip negara hukum, Omnibus Law juga menimbulkan kekhawatiran terkait 
hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara, termasuk 
hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses 
legislasi. 

Salah satu isu utama yang menimbulkan kontroversi dalam Omnibus Law adalah dampaknya terhadap hak-
hak pekerja. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini dianggap merugikan pekerja dan mengurangi 
perlindungan yang mereka miliki. Misalnya, ketentuan yang menghapuskan ketentuan tentang upah minimum 
sektoral dan mempermudah proses PHK dapat mengurangi hak-hak pekerja dan menimbulkan ketidakpastian 
dalam pekerjaan mereka. 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Ketentuan dalam Omnibus Law yang dianggap merugikan pekerja 
dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan konstitusional ini. Dari perspektif hukum tata negara, 
perlindungan terhadap hak-hak pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap peraturan perundang-undangan 
yang dibuat. 
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Hak atas lingkungan yang sehat adalah hak asasi manusia yang penting, yang diakui dalam Pasal 28H ayat (1) 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Namun, beberapa ketentuan dalam Omnibus Law yang 
mempermudah izin lingkungan untuk proyek-proyek investasi dapat mengurangi perlindungan lingkungan dan 
berdampak negatif terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. 

Sebagai contoh, pengurangan kewajiban amdal untuk proyek-proyek tertentu dapat mengakibatkan proyek-
proyek yang berpotensi merusak lingkungan dilakukan tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini dapat 
berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar proyek-proyek 
tersebut. Dari perspektif hukum tata negara, perlindungan terhadap lingkungan harus menjadi salah satu 
prioritas utama dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat. 

Partisipasi publik dalam proses legislasi adalah hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan 
diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, dalam 
konteks Omnibus Law, banyak kritik menyatakan bahwa partisipasi publik tidak dilakukan secara memadai. 
Minimnya konsultasi publik dan kurangnya transparansi dalam proses penyusunan undang-undang ini 
menimbulkan kekhawatiran bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi tidak dihormati. 

Ketentuan dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 mengharuskan pemerintah untuk melibatkan masyarakat 
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat 
dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dari perspektif hukum tata negara, 
partisipasi publik yang memadai adalah elemen kunci dalam proses legislasi yang demokratis dan akuntabel. 

Dari perspektif hukum tata negara, dampak Omnibus Law terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi 
manusia menimbulkan beberapa masalah serius. Pertama, ketentuan yang memberikan wewenang besar kepada 
pemerintah untuk mengubah peraturan perundang-undangan tanpa melalui proses legislasi yang ketat dapat 
dianggap melanggar prinsip supremasi hukum. Proses legislasi yang baik mengharuskan bahwa setiap 
perubahan peraturan perundang-undangan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan, termasuk 
pembahasan dan persetujuan oleh DPR. 

Kedua, ketentuan yang memberikan perlakuan istimewa kepada investor dan perusahaan besar dengan 
mengorbankan hak-hak pekerja dan masyarakat lokal dapat dianggap melanggar prinsip kesetaraan di hadapan 
hukum. Semua individu dan entitas, termasuk pemerintah, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. 
Perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak tertentu dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan 
publik terhadap sistem hukum. 

Ketiga, ketentuan yang dianggap merugikan kelompok-kelompok tertentu, seperti pekerja dan masyarakat 
yang terkena dampak lingkungan, dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dalam penerapan hukum. Hukum 
harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Ketentuan yang merugikan kelompok-kelompok tertentu 
dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. 

Keempat, ketentuan yang mengurangi perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan dapat 
dianggap melanggar hak asasi manusia. Hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas lingkungan yang sehat 
adalah hak-hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Ketentuan yang mengurangi perlindungan 
terhadap hak-hak ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Kelima, minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi dapat dianggap melanggar hak asasi manusia 
untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Partisipasi publik yang memadai adalah elemen kunci dalam proses 
legislasi yang demokratis dan akuntabel. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang mengharuskan partisipasi 
publik dapat mengurangi legitimasi hukum dari undang-undang yang dihasilkan. 

Implikasi hukum dari dampak Omnibus Law terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia sangat 
serius. Pertama, ketentuan yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional dapat mengurangi legitimasi hukum 
dari undang-undang tersebut. Undang-undang yang tidak disusun dengan mengikuti prinsip negara hukum dan 
melindungi hak asasi manusia dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat. 

Kedua, ketentuan yang melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan dalam penerapan 
hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketidakadilan dalam penerapan 
hukum dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menghambat implementasi undang-
undang yang dihasilkan. 

Ketiga, ketentuan yang mengurangi perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan dapat 
berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hak atas pekerjaan yang layak dan hak atas lingkungan 
yang sehat adalah hak-hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara. Ketentuan yang mengurangi 
perlindungan terhadap hak-hak ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan 
menimbulkan ketidakpuasan publik. 

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, pemerintah perlu 
memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan mengikuti prinsip negara hukum, 
termasuk supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan keadilan dalam penerapan hukum. Hal ini 
penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan 
dapat diimplementasikan secara efektif. 
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Kedua, pemerintah perlu meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan dalam setiap 
peraturan perundang-undangan yang dibuat. Perlindungan terhadap hak-hak ini adalah elemen kunci dalam 
negara hukum yang demokratis dan harus menjadi prioritas dalam setiap proses legislasi. 

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi. Partisipasi publik yang 
memadai adalah elemen kunci dalam proses legislasi yang demokratis dan akuntabel. Dengan melibatkan 
masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan undang-undang, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap 
peraturan perundang-undangan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

Dampak Omnibus Law terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia menimbulkan berbagai 
masalah hukum yang serius. Ketentuan yang memberikan wewenang besar kepada pemerintah untuk mengubah 
peraturan perundang-undangan tanpa melalui proses legislasi yang ketat dapat dianggap melanggar prinsip 
supremasi hukum. Ketentuan yang memberikan perlakuan istimewa kepada investor dan perusahaan besar 
dengan mengorbankan hak-hak pekerja dan masyarakat lokal dapat dianggap melanggar prinsip kesetaraan di 
hadapan hukum. Ketentuan yang merugikan kelompok-kelompok tertentu dapat dianggap melanggar prinsip 
keadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, ketentuan yang mengurangi perlindungan terhadap hak-hak 
pekerja dan lingkungan dapat dianggap melanggar hak asasi manusia. 

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap peraturan perundang-
undangan disusun dengan mengikuti prinsip negara hukum dan melindungi hak asasi manusia. Pemerintah juga 
perlu meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa setiap peraturan 
perundang-undangan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan mengatasi 
masalah-masalah ini, diharapkan bahwa Omnibus Law dapat diimplementasikan secara lebih adil dan sesuai 
dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. 
 

KESIMPULAN 
Prosedur legislasi yang digunakan dalam penyusunan Omnibus Law dipandang kurang transparan dan 

terburu-buru, serta minim partisipasi publik. Proses penyusunan yang cepat dan kurangnya konsultasi dengan 
berbagai pemangku kepentingan bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang diatur 
dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini menimbulkan 
masalah legitimasi hukum dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses legislasi. 

Dampak Omnibus Law terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia juga menimbulkan 
kekhawatiran. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini memberikan wewenang besar kepada pemerintah 
untuk mengubah peraturan perundang-undangan tanpa melalui proses legislasi yang ketat, yang bertentangan 
dengan prinsip supremasi hukum. Ketentuan yang memberikan perlakuan istimewa kepada investor dan 
perusahaan besar dengan mengorbankan hak-hak pekerja dan masyarakat lokal melanggar prinsip kesetaraan di 
hadapan hukum dan keadilan dalam penerapan hukum. Selain itu, ketentuan yang mengurangi perlindungan 
terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan yang 
layak dan hak atas lingkungan yang sehat. 

Implikasi hukum dari masalah-masalah ini sangat serius. Ketentuan yang melanggar prinsip-prinsip 
konstitusional dapat mengurangi legitimasi hukum dari undang-undang tersebut. Ketidakpatuhan terhadap 
prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dapat mengurangi kualitas undang-undang yang dihasilkan dan 
menimbulkan ketidakpastian hukum. Dampak negatif terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan dapat 
berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan publik. 

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, beberapa langkah strategis perlu diambil: 
1. Meningkatkan Transparansi dan Keterbukaan dalam Proses Legislasi: Pemerintah perlu 

memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan keterbukaan dan melibatkan 
partisipasi publik yang memadai. 

2. Meningkatkan Perlindungan terhadap Hak-Hak Pekerja dan Lingkungan: Perlindungan terhadap 
hak-hak ini harus menjadi prioritas dalam setiap proses legislasi untuk memastikan kesejahteraan 
masyarakat. 

3. Memastikan Kepatuhan terhadap Prinsip Negara Hukum: Setiap perubahan peraturan perundang-
undangan harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
termasuk pembahasan dan persetujuan oleh DPR. 

4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi: Partisipasi publik yang memadai dapat 
membantu pemerintah menyusun undang-undang yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 

Dengan mengatasi masalah-masalah ini, diharapkan bahwa Omnibus Law dapat diimplementasikan secara 
lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini 
menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap 
proses legislasi untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan efektivitas implementasi undang-undang. 
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